ABSTRAK

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang mengawasi
jalannya pengadaan barang/jasa di Indonesia sesuai dengan UU No.5 Tahun 1999.
Salah satu wujud pelaksanaan tugas KPPU adalah memutus pelanggaran
persekongkolan tender pengadaan Bus Trans Jakarta tahun 2012 dengan Putusan
KPPU No. 15/KPPU-1/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative.
Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil
penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terjadi beberapa kali perubahan pada
pengaturan barang dan jasa di Indonesia. Serta pada kasus Bus Trans Jakarta, KPPU
menemukan fakta-fakta bahwa pelaku usaha pada pengadaan Bus Trans Jakarta
melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang memenuhi unsur-unsur
persekongkolan pada Pedoman Pasal 22 dengan bentuk persekongkolan vertical dan
horizontal.
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